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Dara Pustika Sukma, S321308007, Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ditinjau Dari Pelaksana 
Jaminan Sosial di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 
Tesis : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ditinjau dari 
pelaksana Jaminan Sosial di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal atau penelitian empiris, dengan 
menggunakan konsep hukum yang keempat yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku 
sosial yang terlembaga eksis sebagai variable sosial yang empiris, maka metode 
penelitian yang digunakan adalah metode non-doktrinal dan menggunakan analisis 
metode kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan adanya kendala didalam Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS ditinjau dari pelaksana jaminan sosial di RSUD 
Kabupaten Sukoharjo. Sifat penelitian dalam penulisan hokum ini merupakan penelitian 
deskriptif. Dalam penulisan hokum ini, penulis bertujuan untuk menerangkan sejelas 
mungkin mengenai pelaksanaan jaminan sosial BPJS  di RSUD Kabupaten Sukoharjo 
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan cara mengatasi 
kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksana BPJS di RSUD Kabupaten Sukoharjo. 
Kesehatan merupakan salah satu unsure utama dalam setiap kehidupan seseorang 
karena sangat menunjang dalam aktivitas setiap manusia. LahirnyaUndang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS memiliki perbedaan dengan ASKES dimana perlu 
ada peran serta dan kerjasama antara pihak BPJS, Rumah Sakit dan masyarakat agar 
program BPJS dapat berjalan dengan baik sebagaimana Undang-UndangNomor 24 
Tahun 2011, perbedaan yang sangat signifikan adalah masalah Rumah Sakit dan 
masyarakat harus menyiapkan diri terhadap sistem BPJS yang lebih tertata sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Meskipun pembentukan BPJS dinilai baik oleh 
pemerintah dan berpihak kepada rakyat, akan tetapi masih banyak kendala yang harus 
pemerintah perhatikan demi kelancaran penyelenggaraan BPJS. Hadirnya BPJS 
memberikan perubahan bagi jaminan kesehatan masyarakat. Mengatasi kendala hadirnya 
INA CBGs bagi Rumah Sakit diharapkan pihak Rumah Sakit Menatau ulang perencanaan 
dan belanja RS sepertia lokasi belanja untuk pegawai, operasional dan investasi, 
membangun kesadaran untuk pelayanan yang kompetitif yang efisiendanbermutu agar 
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 
Kata kunci :Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan, 







DaraPustikaSukma, S321308007, Implementation of Act Number 24 ofYear2011 on 
The Social Security Agency (BPJS) Seen  from The Executive ofSocial Security in 
RSUD SukoharjoRegency 
Thesis : The Graduate Program of SebelasMaret University  Surakarta. 
 This research aims to conduct the implementation of Act Number 24 of Year 2011 
on The Social Security Agency (BPJS) Seen  fromThe Executive of  Social Security in 
RSUD  Sukoharjo Regency. 
 This research categorized non-doctrinal or empirical research by conducting the 
fourth law concept which is law as patterns of social behavior institutionalized existing 
as empirical social variable. Thus, the researcher employs doctrinal method  and 
quantitative method to analyze the data. This research describes there are many 
obstacles in actualizing Act Number 24 of Year 2011 on BPJS Seen  from The Executive 
of  Social Security inin RSUD Sukoharjo Regency. The research methodology which is 
employed by the researcher is andescreptive research. The purposes are to explain 
briefly related to the implementation of BPJS  in RSUD Sukoharjo Regency seen from the 
executive of Social Security from Act Number 24 of 2011 on BPJS, the solutions to reduce 
any obstacles happened in the field and the practice of BPJS inimplementing Sosial 
Security rights in RSUDSukoharjo Regency. 
Health is one of the main concerns of human life since it would support people 
daily activities. The formulation of Act Number 24 of Year 2011 on BPJS  distinguish 
from ASKES which ASKES needs role and contribution between BPJS, hospitals and 
citizens in order BPJS could be well-implemented like the Act Number 24 of Year 2011.  
The significance happened in one of the public hospitals and citizens must be prepared 
towards BPJS system to be more well-organized based on Act Number 24 of Year 2011. 
Although the establishment of BPJS good appreciated by the government and citizens, 
however, there are some obstacles to be noticed by governments for the continuity 
implementation of BPJS. Surely, BPJS would show significance impacts of citizen health 
insurance. Overcoming obstacles for the presence of INA CBGs expected Hospital to 
rearrange the hospitals planning and expenses for example allocation of expenditure on 
personnel, operations and investments, to raise awareness for efficient competitive 
service and quality to fit the mandate of Act Number  24 of Year 2011 on BPJS. 
Keywords : Health, Social Security Providers, Health Insurance and Hospitals’ 
Health Care 
 
 
 
 
